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SALINAN

ERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

a.

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa berdasarkan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memperoleh persetujuan Bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang
diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum
APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada
tanggal 4 bulan September Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 203);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daeah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah
Rp79.558.253.790.537,00 (tujuh puluh sembilan triliun lima ratus lima puluh delapan
milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh
tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp 74.380.646.088.137
2. Berkurang Rp (3.717.709.952.792)
Jumlah Pendapatan
setelah Perubahan Rp 70.662.936.135.345
b. Belanja Daerah
1. Semula Rp 74.613.763.379.256
2. Berkurang Rp (2.468.876.766.670)
Jumlah Belanja
setelah Perubahan Rp 72.144.886.612.586
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan
a) Semula Rp 9.400.439.814.055

b) Berkurang Rp (505.122.158.863)




(2)

(3)

Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan
Pengeluaran

a) Semula

b) Berkurang
Jumlah Pengeluaran

Rp

9.167.322.522.936
(1.753.955.344.985)

Rp
Rp

8.895.317.655.192

7.413.367.177.951

setelah Perubahan Rp
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah Perubahan Rp

Pasal 2

1.481.950.477.241

0

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

a.

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis

Pendapatan Asli Daerah

52.773.523.659.701
(4.331.480.010.870)

1. Semula Rp
2. Berkurang Rp
Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp
Pendapatan Transfer

1. Semula Rp
2. Bertambah Rp

48.442.043.648.831

18.457.238.970.000
1.767.076.087.470

Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan Rp
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

20.224.315.057.470

3.149.883.458.436
(1.153.306.029.392)

1. Semula Rp
2. Berkurang Rp
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Rp

Yang Sah setelah Perubahan

pendapatan:

a.

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis

a.

Pajak Daerah

1.996.577.429.044

43.600.000.000.000
(600.000.000.000)

43.000.000.000.000

©600.000.000.000
(137.894.562.387)

1. Semula Rp
2. Berkurang Rp
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp
Retribusi Daerah

1. Semula Rp
2. Berkurang Rp
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

462.105.437.613

542.500.000.000
3.369.249.882

545.869.249.882

8.031.023.659.701
(3.596.954.698.365)

1. Semula Rp
2. Bertambah Rp
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp
Yang Dipisahkan setelah Perubahan

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula Rp
2. Berkurang Rp
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Rp

Yang Sah setelah Perubahan

4.434.068.961.336

18.457.238.970.000
1.767.076.087.470

pendapatan:
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1. Semula Rp
2. Bertambah Rp
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp

setelah Perubahan

20.224.315.057.470



b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula Rp
2. Berkurang Rp
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp

setelah Perubahan

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

terdiri atas jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah

oo o

1. Semula Rp 3.149.883.458.436

2. Berkurang Rp (1.153.306.029.392)

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 1.996.577.429.044
b. Dana Darurat

1. Semula Rp 0

2. Berkurang Rp 0

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0
c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan

1. Semula Rp 0

2. Berkurang Rp 0

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Rp 0

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
setelah Perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Operasi

59.649.667.996.819
734.025.521.593

1. Semula Rp
2. Bertambah Rp
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan Rp

b. Belanja Modal

60.383.693.518.412

13.703.221.170.855
(2.853.037.444.849)

1. Semula Rp

2. Berkurang Rp

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp
c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp

2. Berkurang Rp

10.850.183.726.006

904.427.731.082
(349.864.843.414)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan

Rp

554.562.887.668

d. Belanja Transfer

356.446.480.500
0

1. Semula Rp
2. Berkurang Rp
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan Rp

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

356.446.480.500

18.322.002.724.743
456.023.341.905

18.778.026.066.648

27.533.456.404.426
(251.945.391.877)

1. Semula Rp

2. Bertambah Rp

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp
b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp

2. Berkurang Rp

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah

Perubahan Rp
c. Belanja Bunga

1. Semula Rp

2. Berkurang Rp

27.281.511.012 599

258.000.000.000
0




(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja:

258.000.000.000

©.016.099.339.168
{1O7.787.735.029)

5.908.311.604.139

2.963.126.545.202
744.241.854.100

3.707.368.399.302

4.556.982.983.280
(106.506.547.506)

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp
d. Belanja Subsidi

1. Semula Rp

2. Berkurang Rp

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp
e. Belanja Hibah

1. Semula Rp

2. Bertambah Rp

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp
f. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp

2. Berkurang Rp

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan Rp

a. Belanja Modal Tanah
1. Semula Rp
2. Berkurang Rp

4.450.476.435.774

1.906.110.747.674
(1.068.382.583.174)

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan Rp
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

837.728.164.500

3.218.131.501.101
(133.000.408.262)

1. Semula Rp
2. Berkurang Rp
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp

setelah Perubahan

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1. Semula Rp
2. Berkurang Rp

3.085.131.092.839

3.956.777.026.810
(1.399.970.056.477)

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp
setelah Perubahan

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
1. Semula Rp
2. Berkurang

2.556.806.970.333

4.422.938.626.417
(200.199.858.856)

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp
setelah Perubahan

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

4,222.738.767.561

1. Semula Rp 199.263.268.853
2. Berkurang Rp (51.484.538.080)
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 147.778.730.773
setelah Perubahan
f. Belanja Modal Aset Lainnya
1. Semula Rp 0
2. Berkurang Rp 0
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya
setelah Perubahan Rp 0
Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis
belanja:
a. Belanja Tidak Terduga
1. Semula Rp 904.427.731.082
2. Berkurang Rp (349.864.843.414)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah
Perubahan Rp 554.562.887.668
Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas jenis
belanja:
a. Belanja Bagi Hasil
1. Semula Rp 0
2. Berkurang Rp 0
0

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp



b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp 356.446.480.500

2. Berkurang Rp 0

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan Rp 356.446.480.500
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp 9.400.439.814.055
2. Berkurang Rp (505.122.158.863)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan Rp 8.895.317.655.192
b. Pengeluaran Pembiayaan
1. Semula Rp 9.167.322.522.936
2. Berkurang Rp {1.753.955.344.9895)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan Rp 7.413.367.177.951

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas
jenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA)

1. Semula Rp 7.977.762.849.353

2. Bertambah Rp 622.333.814.901

Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp 8.600.096.664.254
b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula Rp 1.422.676.964.702

2. Berkurang Rp (1.127.455.973.764)

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Rp 295.220.990.938

setelah Perubahan

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas
jenis pembiayaan:
a. Penyertaan Modal Daerah

1. Semula Rp 7.209.033.693.138

2. Berkurang Rp (1.774.355.141.156)

Jumlah Penyertaan Modal Daerah

setelah Perubahan Rp 5.434.678.551.982
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1. Semula Rp 1.782.271.240.223

2. Bertambah Rp 20.399.796.171

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Rp 1.802.671.036.394
Jatuh Tempo setelah Perubahan

c. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp 176.017.589.575

2. Berkurang Rp 0

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah

setelah Perubahan Rp 176.017.5689.575
Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:



(1)

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI A
Lampiran XI B
Lampiran XII A
Lampiran XII B
Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI
Lampiran XVII

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran
2023

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program Kegiatan beserta Hasil dan Sub
Kegiatan beserta Keluaran Tahun Anggaran 2023;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun
Anggaran 2023;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan
PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Perubahan
Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023;

Perubahan Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program
Prioritas Daerah,

Daftar Jumlah Pegawai (PNS/CPNS) Per Golongan dan Per Jabatan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Rekapitulasi Perubahan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Per Golongan dan Per Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Perubahan Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2023;

Perubahan Data Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun
Anggaran 2023;

Perubahan Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun
Anggaran 2023;

Perubahan Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain Tahun Anggaran 2023;
Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak Tahun Anggaran 2023-2025;

Perubahan Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023; dan
Perubahan Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan
dan belanja daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun anggaran
2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan
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Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1, meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan;

d. pengeluaran daerah untuk mengantisipasi kegiatan dalam rangka persiapan
penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak; dan/atau

e. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
JOKO AGUS SETYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 203

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

TAMA YUDHA
12062002121009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (3-221/2023)



